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Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai 
dosen dan Ketua Yayasan Patria Artha. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya 
karena merasa dengan digunakannya barang milik negara, sebagai dasar penerbitan Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN), maka barang milik negara tersebut telah beralih 
kemanfaatannya. Dengan demikian Pemohon tidak berhak lagi mendapatkan kemudahan 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat atas barang milik negara tersebut. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon 
adalah konstitusionalitas norma Undang-Undang, yaitu Pasal 10 ayat (1), ayat (2) huruf a, 
dan huruf b, serta Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah 
Negara terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan 
Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus  
permohonan a quo. 

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para 
Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 19/2008 yang dimohonkan pengujian, 
dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia mempunyai hak 
konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, 
Mahkamah berpendapat, prima facie Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) 
untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo. 

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 19/2008 sebagaimana didalilkan Pemohon, 
setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti surat/tulisan yang 
diajukan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, mendengar dan membaca 
keterangan Pemerintah, mendengar dan membaca keterangan DPR, mendengar keterangan 
para saksi dari Pemerintah, mendengar keterangan ahli dari Pemohon dan ahli dari 
Pemerintah, serta membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan 
permohonan Pemohon sebagai berikut: 
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1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pasal yang dimohonkan pengujian in 
casu Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b serta Pasal 11 UU 19/2008 
menghilangkan hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) 
UUD 1945, karena dengan berlakunya kedua pasal Undang-Undang a quo, nyata 
terlihat bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon secara konstitusional merujuk pada 
potensi kerugian, yaitu apabila dalam jangka waktu dijaminkannya aset SBSN berupa 
tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah kepada 
pihak tertentu gagal bayar (default), berarti objek tersebut akan dikuasai oleh pihak 
ketiga (pemegang gadai) objek jaminan Pemerintah. Dengan beralihnya objek jaminan 
tersebut, pada saat itulah timbul kerugian yang nyata bagi Pemohon karena tidak dapat 
lagi memanfaatkan fasilitas umum berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah 
dan/atau bangunan tersebut. Alasan bahwa kerugian yaitu tidak dapat lagi 
memanfaatkan fasilitas umum berupa tanah, dan lain-lain, tidak tepat menurut hukum 
karena tidak terjadi peralihan hak atas aset yang dijaminkan. Eksistensi dan penerapan 
Undang-Undang a quo justru memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan 
termasuk Pemohon, terutama karena menjadi salah satu sumber Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN);  

Bahwa lagi pula penggunaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji, menurut 
Mahkamah adalah tidak tepat menurut hukum karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 
adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, 
ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam 
politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosial-
kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, 
dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action, 
sehingga diperlukan tindakan khusus sementara dengan tujuan membuka peluang dan 
kesempatan bagi mereka agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik secara 
adil dan seimbang; 

Tindakan afirmatif mengacu pada kebijakan yang berkenaan dengan ras, etnis, cacat 
fisik, karir militer, gender, orang-orang tua, atau kelas sosial menjadi pertimbangan 
dalam upaya untuk mempromosikan kesempatan yang sama atau meningkatkan 
kemampuan kelompok yang tertinggal atau yang kurang diuntungkan untuk mencapai 
keadilan. Oleh karena itu, tindakan khusus sementara (affirmative action) bukanlah 
sebagai bentuk diskriminasi, melainkan suatu koreksi, asistensi, dan kompensasi 
terhadap perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami warga negara tertentu, 
dengan maksud untuk mempercepat tercapainya persamaan “de facto” antara dirinya 
dengan warga negara yang lain. Tindakan khusus ini bersifat sementara, untuk 
mempercepat tercapainya kesetaraan substantif. Artinya, apabila sudah terjadi 
kesetaraan, maka tindakan khusus sementara (affirmative action) harus dihentikan; 

Terkait dengan kerugian yang didalilkan Pemohon bahwa sebagai perorangan warga 
negara kehilangan hak konstitusionalnya atas tanah dan/atau bangunan dan selain 
tanah dan/atau bangunan sebagai akibat diterbitkannya SBSN, tidak terdapat hubungan 
sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan dengan pasal yang 
dimohonkan pengujian, karena pasal yang dimohonkan pengujian hanya berupa 
pengaturan penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka penerbitan Surat Berharga 
Syariah Negara yang merupakan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (opened legal 
policy) dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung 
APBN dengan menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang oleh 
pembentuk Undang-Undang dipandang memiliki peluang besar yang belum 
dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan nasional (vide konsideran 
menimbang huruf b UU 19/2008);  

Dengan demikian, terhadap konstruksi hukum para Pemohon bahwa telah erjadi 
kerugian konstitusional dengan dasar Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu ujinya, 
menurut Mahkamah adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum; 
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2. Bahwa oleh karena pengaturan penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka 
penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dipandang sebagai pilihan kebijakan yang 
bersifat terbuka (opened legal policy) dari pembentuk Undang- Undang maka mutatis 
mutandis pertimbangan Mahkamah juga berlaku terhadap dalil Pemohon yang 
menyatakan pasal yang dimohonkan pengujian justru memberikan kewenangan kepada 
Menteri untuk menjual atau menyewakan hak manfaatnya atau cara lain yang sesuai 
dengan akad yang digunakan dalam rangka penerbitan SBSN; 

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Barang Milik Negara sebagai dasar 
penerbitan SBSN termasuk publik domain yang diperuntukkan bagi kepentingan umum 
sehingga tidak dapat dijadikan objek perdagangan, menurut Mahkamah, dalil tersebut 
tidak benar karena BMN bukan dijadikan objek perdagangan melainkan hanya dijadikan 
objek tanggungan yang berupa hak mendapatkan manfaat. BMN sebagai dasar 
penerbitan SBSN (underlying asset) bukan merupakan jaminan (collateral) yang dapat 
dipindahtangankan, sedangkan yang dapat dipindahtangankan hanya SBSN-nya saja. 
Undang- Undang a quo memiliki kekhususan antara lain dalam hal sifat 
pemindahtanganannya berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 
19/2008 yang menyatakan, “Pemindahtanganan Barang Milik Negara bersifat khusus 
dan berbeda dengan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sifat 
pemindahtanganan dimaksud, antara lain: (i) penjualan dan/atau penyewaan dilakukan 
hanya atas Hak Manfaat Barang Milik Negara; (ii) tidak terjadi pemindahan hak 
kepemilikan (legal title) Barang Milik Negara; dan (iii) tidak dilakukan pengalihan fisik 
Barang Milik Negara sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas 
Pemerintahan”; 

4. Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara menyatakan, “Barang Milik Negara/Daerah dilarang untuk diserahkan kepada 
pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah,” dan 
ayat (5) menyatakan, “Barang Milik Negara/Daerah dilarang digadaikan atau dijadikan 
jaminan untuk mendapatkan pinjaman”. Kedua ayat tersebut berbeda objeknya dengan 
BMN sebagai dasar penerbitan SBSN (underlying asset) sebab menurut Pasal 12 UU 
19/2008 apabila sudah jatuh tempo Pemerintah wajib membeli kembali bahkan dapat 
membatalkan akad sewa secara sepihak dengan membayar nilai nominal SBSN kepada 
pemegang SBSN, sehingga tidak akan terjadi pemindahan atau penyerahan BMN. 
Adapun Pasal 12 ayat (1) UU 19/2008 tersebut menyatakan, “Menteri wajib membeli 
kembali Aset SBSN, membatalkan Akad sewa, dan mengakhiri Akad penerbitan SBSN 
lainnya pada saat SBSN jatuh tempo”, sedangkan Pasal 12 ayat (2) UU 19/2008 
menyatakan, “Dalam rangka pembelian kembali Aset SBSN, pembatalan Akad sewa 
dan pengakhiran Akad penerbitan SBSN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Menteri membayar nilai nominal SBSN atau kewajiban pembayaran lain sesuai Akad 
penerbitan SBSN kepada pemegang SBSN”; 

5. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon yang menyatakan tidak dapat 
memanfaatkan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah 
dan/atau bangunan karena dijadikan aset SBSN, menurut Mahkamah dalil tersebut 
adalah tidak tepat, karena Pemohon bukan selaku instansi pengguna barang milik 
negara, melainkan sebagai penyewa dari barang milik negara yang digunakan oleh 
instansi pengguna. Apabila Pemohon sebagai instansi Pemerintah selaku pengguna 
barang milik negara maka Pemohon tetap dapat menggunakan barang milik negara 
tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (3) UU 19/2008 yang 
menyatakan, “Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN tidak mengurangi 
kewenangan instansi pengguna Barang Milik Negara untuk tetap menggunakan Barang 
Milik Negara dimaksud sesuai dengan penggunaan awalnya ...”. Jika yang dimaksud 
pemanfaatan barang tersebut adalah sebagai penyewa, maka penyewa tidak kehilangan 
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haknya apabila BMN tersebut dijadikan underlying asset atas penerbitan SBSN; 

6. Bahwa selain daripada itu, terkait dengan barang milik negara yang dijadikan aset 
SBSN, UU 19/2008 telah mengaturnya secara ketat dan rinci, sebagaimana termuat 
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, yang menyatakan: 

“Pasal 6 

(1)   Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau 
melalui Perusahaan Penerbit SBSN. 

(2)   SBSN yang dapat diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Perusahaan Penerbit 
SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua jenis SBSN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(3)   Penerbitan SBSN yang dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN ditetapkan 
oleh Menteri. 

Pasal 7 

(1)     Dalam hal akan dilakukan penerbitan SBSN untuk tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, Menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Indonesia. 

(2)     Khusus untuk penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek, Menteri 
berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan 
pembangunan nasional. 

Pasal 8 

(1)      Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperhitungkan sebagai bagian dari Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara 
yang akan diterbitkan oleh Pemerintah dalam satu tahun anggaran. 

(2)       Menteri berwenang menetapkan komposisi Surat Berharga Negara dalam rupiah 
maupun valuta asing, serta menetapkan komposisi Surat Berharga Negara dalam 
bentuk Surat Utang Negara maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan untuk 
menjamin penerbitan Surat Berharga Negara secara hati-hati. 

(3)      Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi Nilai Bersih Maksimal 
yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), yang selanjutnya dilaporkan sebagai Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 
yang bersangkutan. 

        Pasal 9 

(1)      Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) termasuk pembayaran semua kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal yang 
timbul sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud serta Barang Milik Negara 
yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN. 

(2)       Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN, baik yang 
diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun Perusahaan Penerbit 
SBSN, sesuai dengan ketentuan dalam Akad penerbitan SBSN.\ 

(3)        Dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap 
tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.  

(4)       Dalam hal pembayaran kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal dimaksud melebihi 
perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan 
pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Negara. 

(5)       Semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

7. Bahwa Mahkamah sependapat dengan keterangan enam orang ahli dari Pemerintah, 
masing-masing KH Ma’ruf Amin, H. Adiwarman A Karim, Gahet Ascobat, Farouk 
Abdullah Alwyni, Muhammad Syakir Sula, dan Ary Zulfikar, bahwa pada pokoknya 
SBSN tidak merugikan negara tetapi justru menguntungkan negara khususnya dalam 
membiayai APBN, dan barang milik negara yang dijadikan underlying asset tetap dapat 
digunakan oleh instansi yang bersangkutan karena hanya hak atas manfaat yang 
dijadikan underlying asset, tidak ada pemindahan hak milik (legal title) dan tidak 
dilakukan pengalihan fisik barang, sehingga tidak mengganggu fungsi penyelenggaraan 
tugas Pemerintah; 

8. Bahwa berdasarkan pandangan dan pendapat hukum Mahkamah sebagaimana 
diuraikan di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat pertentangan antara norma Pasal 
10 aya t(1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b serta Pasal 11 ayat (1) UU 19/2008 dengan 
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Selain itu, dari fakta persidangan telah terungkap tidak 
terdapat adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak 
konstitusional Pemohon dengan pasal dari Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujian. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan 
dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dikesampingkan; 

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya 
Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  

 

 


